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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada
jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan
secara umum (Resmi, 2009:1).
Pajak berdasarkan organisasi pengelolanya dibedakan menjadi dua, yaitu
pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Keuangan melalui Direktorat
Jenderal Pajak. Pajak daerah tingkat provinsi dikelola oleh Badan Pajak dan
Retribusi Daerah dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota dikelola oleh Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta mengelola
sepuluh jenis pajak daerah. Diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah,
pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih
detail mengenai pajak reklame.
2Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5
Tahun 2012 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2013 mengenai Pedoman Pelaksanaan
Pajak Reklame. Menurut Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 yang
dimaksud dengan reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum  terhadap
barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan,
dan/atau dinikmati oleh umum. Dalam pemungutan pajak reklame, pemerintah
menerapkan official assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak
yang memberikan wewenang kepada fiskus (pemungut pajak) untuk menentukan
besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Puguh Prasetyo (2006) dengan
judul “Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian tersebut membahas tentang
tingkat efektifitas pajak reklame tahun 2003-2005 dan menganalisis
perbandingan target tahun 2005 dengan potensi penerimaan pajak reklame yang
seharusnya dapat diperoleh pada tahun 2005. Penelitian sebelumnya juga telah
dilakukan oleh Danar Surya Nugraha (2010) dengan judul “Efektifitas Pajak
Reklame di Wilayah Kecamatan Boyolali”. Penelitian tersebut membahas
tentang kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Boyolali
serta menganalisis potensi penerimaan pajak reklame.
3Selain itu, Ardi Himawan Santoso (2013) melakukan penelitian mengenai
“Perbandingan Realisasi dan Prospek Penerimaan Pajak Reklame terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2012”. Penelitian ini
membahas tentang bagaimana pihak DPPKAD Sukoharjo menentukan besarnya
potensi pajak reklame sebagai dasar penetapan target pajak reklame serta
menganalisis prospek penerimaan pajak reklame untuk tiga tahun mendatang
atau tahun 2013-2015. Ovi Ayudia Surya Wardani (2016) juga melakukan
penelitian mengenai “Evaluasi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame di
DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012-2015”. Penelitian ini
membahas manajemen penyelenggaraan pajak reklame meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan serta membahas kontribusi pajak
reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukoharjo selama tahun 2012-
2015.
Di Kota Surakarta, pajak reklame merupakan salah satu pajak yang sangat
potensial mengingat banyaknya titik reklame di Kota Surakarta. Selain itu Kota
Surakarta terletak di posisi yang sangat stategis yaitu pertemuan atau simpul
yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta (Joglosemar) dan jalur
Surabaya dengan Yogyakarta. Dengan lokasi yang stategis ini tidak heran Kota
Surakarta menjadi pusat bisnis dan perdagangan.
Hal tersebut menguntungkan bagi para pengusaha dalam
mengkomunikasikan produk mereka dengan menggunakan berbagai media
reklame baik dalam bentuk audio, visual maupun audio visual. Perkembangan
bisnis dan industri yang semakin meningkat dan tingginya daya beli masyarakat
4Kota Surakarta terhadap barang atau jasa yang ditawarkan menyebabkan
bertambahnya pembuatan dan pemasangan reklame. Dengan adanya hal
tersebut, berdasarkan laporan realisasi pendapatan asli daerah khususnya
pemerimaan dari pajak reklame mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari
tahun 2010 hingga tahun 2016.
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Sumber: BPPKAD Kota Surakarta
Berdasarkan data di atas, realisasi pajak reklame dari tahun 2010 hingga
tahun 2016 memiliki potensi yang baik bagi Pendapatan Asli Daerah Kota
Surakarta. Peningkatan penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun
diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pengaruh yang baik bagi
perkembangan pembangunan serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kota Surakarta. Untuk mengetahui potensi dan kinerja pajak reklame,
maka penulis mengambil judul “Analisis Potensi dan Kinerja Pajak Reklame
di BPPKAD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010-2016”.
5B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah
yang akan dibahas penulis adalah:
1. Bagaimana potensi pajak reklame di BPPKAD Kota Surakarta tahun
anggaran 2010-2016?
2. Bagaimana kinerja pajak reklame di BPPKAD Kota Surakarta tahun
anggaran 2010-2016?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai
dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui potensi pajak reklame di BPPKAD Kota Surakarta tahun
anggaran 2010-2016.
2. Untuk mengetahui kinerja pajak reklame di BPPKAD Kota Surakarta tahun
anggaran 2010-2016.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi penulis
Menambah wawasan, dan pengetahuan serta bermanfaat dalam penerapan
ilmu pengetahuan teoritis ke keadaan yang nyata untuk untuk memperoleh
informasi, gambaran, dan pengalaman paktis dalam perpajakan terutama
dalam sektor pajak reklame di BPPKAD Surakarta.
62. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Surakarta
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi BPPKAD Kota Surakarta
dalam mengambil kebijakan terutama kebijakan dalam sektor pajak reklame
untuk lebih menertibkan pelaksanaan pemungutan pajak reklame guna
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
3. Bagi mahasiswa dan pembaca lainnya
Diharapkan berguna untuk menambah informasi mengenai pelaksanaan
pajak reklame di Kota Surakarta dan dapat dijadikan sebagai  bahan
informasi, referensi, serta menjadi bahan pertimbangan dan menjadi dasar
bagi penelitian selanjutnya.
